SR ' BERITA DAERAH
@ ° | KABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN BUPATI TAPANU LI TENGAH
' NOMOR 4 TAHUN 2013

o . TENTANG ‘ |
L POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DERAH PANDAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- | BUPATI TAPANULI TENGAH,
Me‘nilh_b'ang : a. bahwa dalam rangka memperlancar dan memngkatkan mutu g :
L . pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu membenkan

N | otonomi kepada manaJemen Rumah Sakit Umum Dagcrah

© untuk menerapkan pr1ns1p efekuﬁtau, efisiensi, 'dan

B produktifitas sesuai dengan Pola Tata Kelola. Rumah Sakit; S

b. 'bahwa untuk memenuh1 persyaratan ad;rmmstrauf penetapan ;

o PPK-BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b
- X ~ Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 61 Tahun "2007
N e téritang— Pedbman - Teknis Pengelolaarj Keuangan Badan

~ SR . . Layanan Umum Daerah, dipandang perlu untuk membuat Pola "

Kabupaten Tapanuh Tengah; o
- " c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud' ’

‘dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

L : Umum Daerah (RSUD) Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. L
' Mengingat :* 1. Undang-Undang Nomor -7 Drt ‘Tahun 1956 tentang -

‘Llngkungan ‘Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaranll |
- Negara Rebublm Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan |
| . Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 1092); - |

__ Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah. (RSUD) Pandan o |

Bupati Tapanuli Tengah tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit . |

Pemben*ukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam
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2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -

. . Pokok AKepegawaia'n (Lembaran Negera Republik Indonesia
~ Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik -
. Indohesia Nomor 3041) sebagaimana telah ‘diubah dengan
, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahang .

Atas Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok—-"

Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indone31a ‘

Tabun 1999 Nomor 169, Tambahan  Lembaran. ‘Negara

- Republik Indonesia Nomor 3890); A
. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga_n
Negax;a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 -

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia |
Nomor 4286);

. Undang—undahg Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lernbaran Negara Republik IndoneSIa B
" Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemermtahan
| .. Daerah (Lembaran Negara chubhk Indonesia Tahu;:l ‘2004_"

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Inaonesia

+ Nomor 4437) sebagaimana telah d1ubah beberapa kali terakhlr
. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tenta_ng

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembazfan Negara' Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran N egara ": S

Republik Indonesia Nomor 4844);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

-Keuangan antara Pemerintah Pusat dan -Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indones1a Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

| 144, Tamabahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor _ |

5063);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 ' Nomor
'.153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5072);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang—undangan (Lembaran Negara ch1ib1ik _
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234); | )

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

" Pengelolaan Keuangan. Badan Layanan Umum (Lembaran

| ‘Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tagnbahan

1L

2.
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) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); .
.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahurn 2007 .tentang ‘
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah '-Daerah.

. Provinsi dan' Pemerintahan Daerah  Kabupaten/ Kota
~ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); L

Peraturan Pemerintah _Nom’or' 41 Tahun 2007 tgﬁtang :

Organisasi Perangkat Daerah (Lembéran Negara Republik =
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran .. -
‘Republik Indonesm Nomor 4741); .

Peraturan Daerah K abupaten Tapanuli Tengah Nomor 12

"I‘ahun 2008 telﬂtang Urusan Pemerintahan yang menjadi -

' Kewenangan Pemermtah Kabupaten . Tapanuli Tengah - |

‘ (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 45 Seri E);

: 14 Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah N omor 5 Tahun

- 2008 tentang Pembentukan Orgamsas1 dan Tata Kerja Rumah  '

: »Sa,mt Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah-_ o
L (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor $ Seri D). |

MEMUTUSKAN :

. "Menetnpkan PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA RUMAH‘

SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) PANDAN KABUPATEN

: TABANULI TENGAX

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

- :_.Dalam Peraturan Bupa‘a ini, yang dimaksud dengani

‘ Daerah adalah Kabupaten Tapanuh Tengah;
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‘: Pemenntah Kabuoaten adalah Bupati Tapanuli Tengah dan Perangkat Daerah |

. sebagal unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

K Bupau adalah Bupati Tapanuli Tengah

| . Dewan Perwakllan Rakyat Daerah yang selanjutnya d1s1ngkat dengan DPRD_ ‘5 :

v adalah Bewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

. 'Sekretans Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah;

6. Perangkat daerah adalah Organ1sas1 / Lembaga pada Pemerintah Kabupaten‘ G

;Tapanuh Tengah yang bertanggung Jawab kepada Kepala Daerah dalam' o

.z:angka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerahj O
Kabupaten, Sekretariat DPRD Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga" o

. Teknis Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan;

) Rumah Sak1t Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang' . .

;.selanjutnya d1sebut RSUD Pandan adalah Rumah Sakit Umum Daerah
,  Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah; . -
& . "Dlrektur adalah Pimpinan PPK-Badan Layanan Umum Daerah RSUD Pandan: L

B yang_berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupatx;

; Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah

Sahian’ Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja: Perangkat R

'Daerah di ngkungan PPmerlntah Daerah yang dibentuk untuk memberi

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan Jasa tanpa |

. mengutamakan mencari keuntungan dan dalam ‘melakukan keg1atannya L jfv"-.

3 d1dasarkan pada prinsip efﬁs1ens1 efektifitas, dan produktlﬁtas |
.. Pola Tata Kelola adalah Peraturan Internal Satuan Kezja Perangkat Daerah,‘ :
' | atau Unit Kerja yang akan menerapkan PPK-BLUD. .
.» . APola Pengelolaan keuangan BLUD yang selanJutnya disingkat PPK-BLUD

' ’ adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan

A. untuk menez:apkan praktek—praktek bisnis yang sehat untuk memngkatkan s

- -pelayanan kepada maoyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan.

B :umum dan mencerdaskan kehldupan bangsa, sebagai pengecualian dari L

’ketentuan pengelolaan keuan gan daerah pa.da wmumnya. .
. Renuimerasi adalah 1mbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap,
) ’honoranum msentlf bonus atas prestas1, pesangon atau pensmn ‘

..Tarl.f Pelayanan adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang d1benkan'

: oleh PPK-BLUD RSUD Pandan termasuk imbal hasil yang wajar dari mvestas1 . ‘ |

~ dana, ddpat bertujua_n untuk menutup seluruh atau sebagxan dari b1aya per-
‘¢ unit layanan |

14, Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan
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. K terhadép pengelolaah PPK-BLUD RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah
15, |
k dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang bens1 o

‘@ 'program, keglatan target kinerja dan anggaran PPK—BLUD RSUD Pandan
16..Pe

Rencana B1sms Anggaran yang selanjutnya disingkat menjadi RBA adalahA S

: ‘--:: bauk berstath pegawai negen 31p11 maupun non pegawai negen s1p11

17,

Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai yang diberi tugas | L

wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk

melaksanakan ‘kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam’ rangka' B

o mendukung kelancaran tugas pemerintahan.

K .- 18.
B keglatan Komite Med1k dalam rangka menjaga mutu pelayanan medis dan S

Konrute Medik adalah wadah fungs1ona1 yang diberi tugas mengkoordmasxkan e

o 'etlka profcs1

10,

oy

-Sub ‘Komite . adalah kelompok kerja khusus di dalam Komite Medik yéhg [
"diberii"uk ‘untuk mengatasi masalah Kkhusus, yang dibentuk "dengan y

: Keputusan D1rektur atas usul Ketua Koxmte Medilk.

' 20.

‘Hak Khms adalah kewenangan klinis yang diberikan’ oleh Direktur kepada
' ‘dokter/ dokter gigi dengan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit. L

.

Sertifikat kompetens1 adalah surat tanda pengakuan seorang dokter atau

"."'dokter gigi untuk menjalankan praktek kedokteran di seluruh Indones1a

setelah Tulus uJ1 kompetensi.

.‘Surat Izin Prakth adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada o
dokter, dokter spes1ahs, dokter gigi dan dokter gigi spesialis yang akan -

menjalankan praktek kedokteran sete_'lah memenuhi persyaratan tertentu.

. Komite“Kepemwatan adaleh wadah non struktural yang berasal dari struktur -

‘ kelompok tenaga kesehatan yang keanggotaannya berasal dari Staf Perawat -

, | Fungsmnal

04,

Pas1en adalah setiap orang yang memiliki permasalahan kesehatan untuk

‘ mempemleh pelayanan kesehatan yang dlperlukan baik secara langsung atau

! t1dak langsung.

'\.J.‘

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

atau payung hukum bagi RSUD Pandan untuk meningkatkan pelayanan o

Pola Tata Kelola PPK-BLUD RSUD Pandan dimaksudkan sebagai péd@ma;;
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. dan mencerdaska.n kehldupan ba_ngsa

’l\ljuan Pola Tata Kelola PPK- BLUD RSUD Pandlan ad.alah untuk :
e A:a'... .tercapamya efektifitas, efisiensi dan produktifitas; N
. ‘ b tercapamya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah, peJabat o
B ;pengelola, dewan pengawas, dan staf medis; dan
' ;": c. tercapainya peningkatan mutu pelayanan kesehatan rumah saklt
Y .kepada masyarakat dan profesmnahsme serta tanggung jawab pemben_ R
| . layanan yang dlbenkan oleh rumah sakit dapat d1pertanggun.awabkan ,. - o
- 'kepada masyarakat
BAB III
L L 4 PRINSIP TATA KELOLA
\J _ Pasal 3 o
qua. Ta.ta. K.clola. PPK—BLUD RSUD Pandan menganut prinsip-prinsip scb@gal '
[ ‘ benkut ' '
L :’a. tlansparanm
' @. ekuntabilitas; -
c. fesﬁbnsibﬂ_itas;» .
'd independensi.
| P-asal.4.
( ;1f.('1.).': Transparansi sebagaimana dimal;:‘s,ud: dalam pasal (3) hui'uf a merupakan

@

asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar : S
* o -mfomas'x secara langsung dapat diterima oleh yang membumhkan
) :
N ':Akcjelasan fungsi struktur, sistem yang d1percayakan kepada PPK-BLUD )

'Akuntabmtas sebagaumana dimaksud dalam pasal (3) huruf b merupakan'

RSUD Pandan agar pengelolaannya dapat d1p¢rta;1ggunawabkan kq semua

Rée}ﬁonsibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf ¢ mérupakan_

kesesuaJan atau kepatuhan dalam pengelolaan organ1sas1 terhadap b1sms o
. yang sehat serta perundang-undangan. » ‘
_ Independens1 sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) huruf d merupaka_n - :
. kemandu'lan pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan,' |

kepentmgan dan pengaruh atau tekanan deri pihak manapun yang Udak, B
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i- sesuau denga_n peraturan perundang—undangan dan prinsip b1sms yang

sehat

BAB IV
POLA TATA KELOLA KORPORASI
Bagian Kesatu
Identitas
- Pasal 5

{1} Nama Rumah Sakit adalah RSUD Pandan yang selanjutnya disebut PPK-
' BLUD RSUD Pandan. | | | 5
" (2) PPK-BLUD RSUD Pandan adalah Rumah Sakit Kelas C milik Pemerintah |

K,/ : Kabupaten Tapanuh Tengah. |

. Tapanuh Tengah

Bagian Kedua .
" _Falsafah, Visi, Misi, Nilai-Nilai,dan Motto
o Paragraf 1 |
Falsafah
Pasal 6

] e pelayanan kesehatan, melayam dan merawat pasien sebagal manus1a seutuhnya

- deng_an berdasarkan kemanusiaan, integritas dan profesionalisme.

Paragraf 2
Visi
Pasal 7

VlSl PPh—BLUD RSUD Pandan adalah MenJadl Rumah Sakit Kelas “C”. Unggulan :
_. d1 W1layah Sumatera Utara.

o

8 RSUD Pandan beralamat di J.. Dr. FL. Tobmg No 5 Pandan Kabupaten. o
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Paragraf 3
Misi
Pasal 8

.MISI PPK-BLUD RSUD Pandan adalah:
o ,-a: _

membenkan pelayanan yang ter-akreditasi;

L mengembangkan teknik pengelolasn keuangan standar BLUD; o
.optu'nahsa si dan memngkatkan sumber daya manusia (SDM) Rumah Sakit; -

. ' mémaksimalkan pengembangan sarana dan prasarana Rumah Sak.lt

. 'menuJu kelas B.

Paragraf 4
Nilai-Nilai
Pasal 9

- p1 ofes1onahsme,
: kepeduh.an

: r_kepuasan pelanggan,

kemrausahaan .

. _"keterbukaan, .
efisiensi; o
" keadilan.

Pasal 10

_befcsionalisme sebagaimana dimaksud dalam Pésal 9 huruf a adalah
. komitmen PPK-BLUD RSUD Pandan untuk memberikan pelayanan sesuai |
L | "standar den bempaya terus memngkatkan kemeampuenmya.
‘ 2) ‘
. yang decnkan oleh PPK-BLUD RSUD Pandan terhadap tuntutan dan.‘

_Kepeduhan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 9 huruf b adalah respon .

o : kebutuhan masyarakat

@

. respon ‘emosional masyarakat yang menun_]ukkan perasaan menyenangkan .

)

'Kepuasan pelanggan sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 9 huruf ¢ adalah‘

'_berkaltan dengan pelayanan yang diberikan oleh PPK—BLUD RSUD Pandan. =,
‘Kemrausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d adalah ot

' ".kemandman dalam mengelola mana_]emen PPK-BLUD R UD Pandan sesuai.

dengan Rencana Strategi B1sn1s (RSB).
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-. (5). Kéteri)ukéan' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e adalah
~ . kemuda.han akses informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat terhadap
o ; _: pengelolaan mana_]emen PPK-BLUD RSUD Pandan, ‘
" (6) Eﬁs1en81 sebagmmana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah suatu
' ; ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya biaya yang dikeluarkan

) untuk mencapai hasil yang optimal. _
- (7)"]Kcadilézi‘ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g adalah pquakﬁén
_ yang diberikan oleh PPK-BLUD RSUD Pandan sesuai dengan harkat dén

/ ma;:tabamya. | |

Paragraf 5 |
Motto
Pasal 11

bMotto Rumah Saklt Umum Daerah Pandan adalah “38” ya1tu Senyum, Sapa dan -

l ) Sentuh

!"_

: . . , Bagian Ketiga

I . Kedudukan Pemerintah Daerah

: Pasal 12

L | Pemenntah Daerah bertanggungjawab terhadap pengembangan dan kemajuan
rumah saklt sesua1 dengan harapan masyarakat.

‘Pasal 13

)

o P'emeﬁrzltéh' Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya meinpunyai
kewenangan - '
'a,", ‘menetapkea standar pelayanan minimal di bxdang k%sehatan,
' b. 'membentuk dan menetapkan pejabat pengelola dan dewan pengawas;
o ‘c. . menyetujul dan mengesalikan Rencana Bisnis Anggaran (RBA);
d. Imemberikan' sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan yang
. beﬂaku serta memberikan penghargaan kepada pegawai yang
. -berprestaéi. ‘ o |




) melaksanakan mgasnya

@

o ;dan unsur—unsur

g .(3)_ |
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Bagian Keémpat
. Dewan Pengawaé '
Patagtaf 4
Pembentukan
Pasal 14

Dewan Pengawas dlbenmk dengan Keputusan Bupeti atas usulen Direktur

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang terdiri

a. pejabat SKPD yang bcrka1tan dengan keglatan PPK-BLUD
'b pejabat di hngkungan kerja pengelola keuangan daerah;

tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan PPK-BLUD.

Kntena yang dapat diusulkan menjadi Dewan Pengawas adalah :

. a. _memlLkl dan memahami masalah-masalah yang berkaitan dengan.

"»keglatan PPK-BLUD, serta dapat menyed1akan waktu yang cukup untuk

: ;Ab-'.' - mampu 'melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan

~ pailit dtau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris, atau
"fdewan pengawas yang dinyatakan bersalah sehmgga menyebabkan

B suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah melakukan

) . t1ndak pidana yang merugikan;

R c 'mempunym Kornpetensi dalam bidang mana_]emen keuangan, SDM

’hukum dan ‘mempunyai komitmen terhadap peningkatan kuahtas

S pelayanan pubhk
4
" dengan penganigkatan pejabat pengelola.

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya

Paragraf 2
Tugas, Kewajiban dan Wewenang
Pasal 15

be\}van Pengawas berfanggung jawab ‘kepa.d;_a ‘Bupati. melaiul Sekretaris

L : . Daerah

@

Dewan Pengawas bertugas melakukan pembinaan. dan pengawasan

ERE terhadap pengelolaan PPK—BLUD yang dilakukan oleh pejabat pengelola

. sesua1 dengan ketentuan Perdturan Perundang-undangan.



- pengawaq berfungs1 sebagal pelaksana peran Bupat1 dalam b1dang
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3 pengawasan dan pembinaan yang dapat menjamin perkembangan dan
.. kemajuan PPK-BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan.

X CR |
- a. | memberi saran dan pendapat kepada Bupati mengenai Rencana Bisnis
L Anggaran (RBA) yang diusulkan oleh pejabat pengelola; ,

E b.. - mengikuti perkembangan 'PPK~BLUD serta memberi pendépat dan saran

Dewan pengawas berkewajiban :

_ .;kepavda ‘Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting "bagi
' pengelolaan PPK-BLUD;

e ir;elapoz:kan kepada Bupati mengenai kinerja PPK-BLUD;
d ‘memberi nasehat kepada pejabat pengelola PPK-BLUD mengenai

pelaksanaan pengelolasn PPK-BLUD;

e. ‘melakukan evaluasi dan pemlalan kinerja keuangan maupun non

: 'SA"keuangan serta memberikan saran dan catatan penting untuk ditindak

s lanjuti oleh pejabat pengelola PPK-BLUD;

S' : f. : ‘melakukan momtormg serta melakukan tmdak lanjut hasil evaluasi dan

’."pemlcuan kinerja PPK-BLUD.

&) '_.Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat: (3)

- Dewan Pengawas berwenang :

, a fmememksa buku-buku, surat-surat dan dokumen- dokumen,

®
B '. !pada ayat (2) dan ayat (4) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 kali
~ dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

b ':memlnta penjelasan Pejabat Pengelola;

c.. _.memmta Pejabat Pengelola dan atau pe_]abat 1a1n sepengetahuan pejabat

pengelola untuk menghadm rapat Dewan Pengawas;

: d. "menga_]ukan anggaran untuk keperluan tugas-tugas Dewan Pengawas;

e mendatangkan tenaga ahli, konsultan atau lembaga independen lainnya
_]lka dlperlukan

Dewan Pengawas melaporkan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud

Paragraf 3
Masa Jabafan
Paszl 16

.'_M;aéa Jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 3 (lima) tahun
. dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
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(3)
, dlmaksud pada ayat 2 (dua) dilakukan apabila :

mwac 2

a

‘ ,keiancaran tugds Dewan Pengawas.
@
- 'merupakan anggota Dewan Pengawas.
@

' Pengawas, menyiapkan undangan rapat, meny1apakan kebutuhan Dewan
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Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum Waktunya oleh
’Bupau

Pemberhenuan anggota dewan pengawas sebelum waktunya sebagamana

1 udak melaksanakan tugasnya dengan baik;
tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang?undangan,;
terlibat dalam kegiatan yang merugikan PPK-BLUD RSUD Pandan;
_,meninggal dunia;
. fnengﬁndupkan diri;
" ‘beralih tugas keluar daerah;
dlpldana penjara karena melakukan tindak pidana dan atau kesalahan
« ,yang ‘berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas PPK-

" BLUD RSUD Pandan.

Paragraf 4
Sekretaris
Pasal 17
Bupat1 dapat mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung

.Sek::!etans Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan

Sekretans Dewan Pengawas mempunyai tugas mengatur rapat Dewan

- Pengawas dan membuat laporan serta pendokumentasiannya.

Paragraf 5
‘Biaya
Pasal 18

Segala biaj.ra yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan

Sei&et‘aris’ Dewan Pengawas dibebankan dalam anggaran operasional yang
tertuang dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA) PPK-BLUD RSUD Pandan. ‘
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_ Bagian Kelima |
Struktur Organisasi, Pejabat Pengelola PPK-BLUD RSUD Pa.ndan,
'!.‘ata Cara. Pengangkatan dan Pemberhention Pejabat Pengelola
‘ o ‘ | Paragraf 1
X R - Struktur Organisasi
R . ' Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Pejabat Pengelola PPK-BLUD RSUD Pandan '
L dldasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 5
o ‘Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit

| -_Umum Daerah Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

(2) Susunan Organisasi PPK-BLUD RSUD Pandan terdiri dari :

. "a D1rektur

.. b. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
L/ 1 Subbagian Umum;
: 2 . Subbagian Kepegawaian;

- 3. - Subbagian Keuangan.
. ¢. Bidang Rekam Medik, terdiri dari ;
1. Seksi Analisa dan Pengolahan Data;
. 2 " Séksi Pelaporan dan Statistik Medik.
d. Bidang Rehabilitasi Medik, terdiri dari :
| 1. ~ Seksi Fisioterapy dan Occupasi;
| . 2. Seksi Orthotik Prostethik.
R e Bidang Pelaﬁzanan terdiri dari :
. ' 1. Seksi Rawat Jalan/ Rawat Inap;
\—/ 2 Seksi Asuhan Keperawatan.
| 5. £ Komlte Medik
g Kelompok Jabatan Fungsional
(3) Baglan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh seorang
'Tkepala bag1an yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
o 4D1rektur _ , -
' ,(4) 'B1dang scbagaimana agimaksud pada ayat (2) huruf ¢, huruf d, huruf e
- dlpunpm oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung Jawab
K kepada D1rektur .
‘(5') Subbaglan sebagalmana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1, angka 2,
S ‘angka 3 d1p1m_p1n oleh seorang kepala subbagian yang berada di bawah dan
" bertanggung jawab kepada kepala bagian.




- ®

6)
B 51 angka 2 dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan'
'1 &nanggung Jawab kepada kepala bidang.

@
| ":'.'non strukmral yang keanggotaannya berasal dari ketua-ketua Staf Medik
: _'Fungsmnal (SMF) atau yang mewakili secara tetap, yang berada di bawah
- “,dan bertanggung jawab kepada Direktur.
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Sekéi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, huruf d, huruf e, angka

Komlte Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah wadah

Kelompok _]abatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g

" 'dlplmpm oleh.seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan

o ﬁcfﬁanggung jawab kepada Direktur.

)

W
dﬂakukan perubahan, baik jumlah maupun jenisnya, setelah melalui

@

" RSUD Pandan di tetapkan berdasarkan kompeterisi dan kebutuhan praktek
b1sn1s yang sehat. '

Paragraf 2 .
Pejabat Pengelola PPK-BLUD RSUD Pandan
- Pasal 20

PeJabat pengclola PPK-BLUD RSUD Pandan terdiri atas
a . “

b. - chabat Keuangan selanjutnya disebut Kepala Bagian Tata Usaha,

¢
e .

Pemepm selan_]utnya disebut Direktur;

'Pejabat Tekms selanjutnya disebut Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala
"Subbaglan dan Kepala Seksi.

Pasal 21
KémpésiSi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat
analisis jabatan dan analisis beban kerja.

Pefubahaﬁ komposisi pejabat pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat

{1‘) dltetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang—undangan

e f_vang berlaku

Paragraf 3
~ Tata Cara Pengangkatan Pejabat Pengelola
Pasal 22

Peng‘éhgkatan dalam jabatan dan penempatan pejabat pengelola PPK-BLUD




@
: _- berupa pengetahuan keterampilan dan s1kap perﬂaku yang dlperlukan
dalam tugas jabatan. '

@

a. .

o @0 o

(1)
L Edllakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

tPembmaan Pengelolaan Keuangan dilakukan oleh DP2K2D.

_ Pembmaan teknis PPK-BLUD RSUD Pandan sebagaimana dimaksud pada
'ayat (1) dilakukan oleh Direktur yang bertanggungjawab atas urusan
) 'pemermtahan yang bersangkutan '

@
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Kompetensl sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keahlian

_:",Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1)
. merupakan kesesuaian antara kebutuhan jabatan, kualitas dan kualifikasi

o sesuai kemampuan keuangan rumah sakit.

Pasal 23

Pejaba,t pengclola PPK-BLUD RSUD Pandan diangkat dan dlbcrhentlkan oleh -

Bupatt
Paragraf 4
S Pemberhentian Pejabat Pengelola
"\v / g Pasal 24

| 'Pejabét pengelola &apat diberhentikan karena :

_meninggal dunia;

mengundurkan diri secara tertulis dengan alasan yahg patut;

tndak melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan misi, kebgakan
| .yang dltetapkan, ‘ .
' berhalangan tetap selama 3 (tiga) bulan berturut-turut sehingga tidak dapat
-'melaksanakan tugasnya; dan .

terlibat dalam suatu perbuatan yang melanggar hukum yang ancaman

- ‘pld_ananya minimal 5 (lima) tahun dan dinyatakan terbukti secara sah dan
- ,. méyakinkan dengan putusan pengadilan. .

Bagian Keenam
Pembinaan dan Pengawasan
Pasal 25

Pemblnaan pelaksanaan kegiatan PPK-BLUD RSUD Pandan secara teknis
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Satuan Pengawas Internal. ,
(5) : Keseluruhan kegiatan pelaksanaan yang meliputi  pembinaan dan
' pengawasan dilakukan juga oleh Dewan Pengawas.

Pasal 26

Untuk menunJang pengelolaan Kegiatan PPK-BLUD RSUD Pandan, D1rek1:ur
dapat membentuk Komite medik, Komite Keperawatan, Instalasi dan Satuan
- Pengawas Intema.l (SPI).

Bagian Kefuju’h
Komite medik
Pasal 27

| : (1) . Kormte medik adalah wadah profeqonal med1s yang keanggotaannya berasal
o dari Ketua Keiompok Staf Medis atau yang mewakili. ‘
- ‘(2)' - Para’ anggota Komite medik memilih dan menetapkan ketua, wakil ketua
4. . dan sekretans diantara anggota Komite medik.
- (3) Jabatan Ketua Komite Medik merupakan jabatan non struktural yang
- berada dlbawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

4) :‘Ke'ttla Wa.kil ketua dan sekretaris ‘Komite Medik mempunyai masa bakti
" selama 3 (tiga) tahun dan sesudah masa bakti berakhir akan d1adakan
-pemﬂlhan kembah '

Pasal 28

(1) Klete Medlk bertugas meningkatkan profesionalisme staf medis yang
- 'bekezja di rumah sakit dengan cara :
j»‘:a;.,' melakukan kredensial bagi seluruh staf medis yang akan melakukan
pelayanan medis di rumah sakit;
S b. niemelihara mutu profesi staf medis;
_ f ,..c'. <"men_]aga d1s1p11n, etika, dan perilaku profesi staf medis.
:'(2-): Dalam melaksanakan tugas kredenmsial komite medik memiliki fungsi
- ' sebagau. berikut : ' ‘
' .:. a. penyusunan dan pengkompllasmn daftar kewenangan khms sesuai -
: dengan masukan dari kelompok staf medis berdasarkan norma

.\ - keprofesian yang berlaku;




®

@
B medls kormte medik memiliki fungsi sebagai berikut :
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1. Kompetens1,_
2. Kesehatan fisik dan mental;
- 3 'Peril'akuﬁ
! 4. Etika profesi. |
el ‘evaJUasi data péndidikan profesional kédokteran/ kedokteran gigi

- "b_érkelanjutan;

. f : d;‘:-} wawancara ferhadap pemohon kewenangan klinis;

e -pe'nilaiian dan pemutusan kewenangan klinis yang adekuat;
f. pelaporan hasﬂ penilaian kredensial dan menyampaikan rekomendasi |

'_" kewenangan klinis kepada komite medik;

o g. melakukan proses rekredensial pada saat berakhu‘nya masa berlaku

 surat penegasan kiinis dan adanya'perrmntaan dari komite med1k, dan

h. rekomendasi kewenangan klinis da’n'penerbitan surat penugasan klinis.

'f Dalam melaksanakan tugas memelihara mutu profesi staf medis komite
B ;'.mu,dlk memiliki fungsi sebagai berikut : L

a. pelaksanaan audit medis;

'_j b. _. rekomenda31 pertemuan ilmish internal dalam- rangka pendldlkan
- ': berkelanjutan bagi staf medis;

c. rekorhehdasi kegiatan eksternal dalam rangka pendidikan berkel_énjutan
B ‘bagi staf medis rumah sakit tersebut; |

d .'rekomenda81 proses pendampingan (proctonng) bagi staf medis yang |

- membutuhkan

: .Dalam melaksanakan tugas men_]aga disiplin, etika, dan penlaku profesi sta_f .

; A, pembinaan etika dan disiplin profesi kedokteran;

. 'pemériksaan staf medis yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;

_ b
© e rekomendasi pendisiplinan pelaku profesional dirumah sakit;
- d

.Vpembenan nasehat/ pertlmbangan dalam pengambilan keputusan etis
; »pada asuhan med1s pasien. -
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya komite medik berwenang :
a membenkan rekomendas1 rincian kewenangan klinis (delineation of
a clznzcal privilege);

b membenkan rekomendasi surat penugasan klinis (clinical appozntment)

- _c.-_ membenkan rekomendasi penolakan kewenangan klm;s (elznzeal

- .' pﬁvilege) tertentu;
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d. membenkan rekomenda51 perubahan/modifikasi rincian kewenangan

,khms (delmeatlon of clinical privilege);

membenkan rekomendasi tindak lanjut audit medis;

memberlkan rekomendasi pendldlkan kedokteran berkelanjutan
memberikan rekomendasi pendampingan (proctoring); |
. memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin.

Pasal 29

Kormte medlk dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih di antara anggota

L ko*rute medik .oleh panitia permhhan sesuai dengan ketentuan yang akan

@

' d;tetapkan oleh komite medik. .
.Has11 pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampalkan kepada

L Direktur untuk mendapatkan persetujuan.

©®
u

w

Kepengurusa.n komite medik terdiri dari ketua komite medik, wakll ketua
~ ,komlte medik, sekretaris komite medik dan panitia. '
@

o K fungsz dan tugas komite medik dengan tata cara yang akan dltetapkan oleh
: komlte medlk

Pengurus komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan

'Pasal 30

" Ketua Komite medik adalah seorang staf mcdis tetap.

Apébﬂa ‘terjadi. kekosongan jabatan Ketua Komite medik sebelum masa

e Jabatamlya beraklnr make kekosongan'jabatan tersebut diisi oleh walkil
 ketua.

' '; :Ketua Komi’te medik . sebagaimana dimaksud pada ayat '(1) mempunyai
A tugas adalah

‘a, menyelenggarakan komun1kas1 yvang efektif dan mewakili pendapat,

.kebgaka.n laporan, kebutuhan dan - keluhan staf Medis = serta

.- bertanggung]awab kepada Direktur;

§ - b. menyelenggarakan dan bertanggungjawab atas semua risalah rapat yang

d1se1en°garakan Komite medik;

e menun_]uk wakil Komite medik dalam setiap kepanitiaan di Rumah

| Sakit yang memerlukan perwakilan dari staf Medis;

e d ‘mengl"iadiﬁ pertemuan yang diadakan oleh Direktur dan kepanitiaan

o lamnya,

o ) e menunJuk dan menetapkan wakil ketua sekretans dan ketua-ketua

pan1t1a, .
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o _f{ menentukan agenda setiap rapat komite medik.

Pasal 31

: .(1) W@.kl-l kema Komite medik adalah seorang Staf Medis tetap.
(2) Wakll ketiia Komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunya1_
e _'mgas ‘
L membantu pelaksanaan tugas ketua Komite medik;
b mewakili ketua Komite medik dalam hal jika ketua Kormte medlk
' berhalangan

Pasal 32
(1) Sekvetaris komite medik ditetapkan oleh ketua Komite medik.
('2),' Sekretans komite medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
(\_/ E seorang staf medis tetap ‘
' .;('3) E Seln'etans 'Komite medik bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan
g -tugas-tugas kesekretariatan Komite medik. | '

@ Tugas Sekretaris Komite medik adalah:
.- a. melakukan pemberitahuan kepada semua anggota yang berhak untuk

: . S menghadiri rapat-rapat Komite medik;
o b x’ncr.np'e-r-siapkan dan mengedarkan risalah rapat yang lengkap kepada
B | .. hadirin yang berhak menghadiri rapat; dan
. .‘ e 'melaksanakan tugas lain yang dltetapkan oleh ketua Komite medik.
Pasal 33

_(1) | ".Komlte medlk dapat membentuk beberapa Sub Kom1te yang terdiri dari:
. a.. sub komlte Kredensial;
EE b sub komite Mutu Profes;
, - c sub Komite Etika dan Disiplin Profesi.
l?) ~Tugas dari fungsi sub-komite medik sebagalmana d1maksud pada ayat (1)
. fdﬂetapkan oleh komite medik dan disahkan oleh Direktur.

Pasal 34

g :'Ra.pat‘i:dmite: medik terdiri atas Rapat Rutin, Rapat Khusus dan Rapat Pleno,




@)

(1)
' medlk set1ap satu bulan sekali pada waktu dan tempat yang d1tetapkan oleh
. 'Komlte med1k

*a

@
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Pasal 35

Rapat rutm sebagalmana dimaksud dalam Pasal 34 dﬂaksanakan Komite

Rapat rutm sebagalmana dunaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pengurus

komlte med1k

Peserta rdpat rutin sebagaimana - dimaksud pada ayat (2) harus

melampukan

as salinan agenda rapat;

b ' salinan risalah rapat rutin yang lahy;

; sahnan risalah rapat khusus yang lalu.

Pasal 36

Ra,pa,t lghu,sus sebaga,;ma_na dimaksud dalam Pasal 34 dlselenggarakan komlte'."

| mednk dpabﬂa
& dlpermtahkan oleh ketua;
¥ b. ‘-‘-permmtaan yang d1ajukan secara tertulis oleh pengurus komite medik

. dalam waktu empat puluh delapan jam sebelumnya,
L o kebgakan komite medik dengan segera.

perrmntadn ketua komite medik untuk hal-hal yang memerlukan penetapan

Pasal 37

‘Sekretans komite medik menyclenggarakan rapat khusus dalam waktu
'empat puluh delapan jam setelah diterimanya permintaan tertulis rapat

yang d1tandatangam oleh seperempat dari Junﬂah anggota komlte_ medik

 yang berhak untuk hadir dan memberikan suara dalam rapat tersebut.

S(ﬁ%retaris kbm'lte medik menyampaikan pemberitahuan rapat Khusus
beserta agenida rapat kepada para pengurus yang berhak hadlr pahng

- lambat dua puluh empat jam sebelum rapat tersebut dilaksanakan.
Pembenta_huan rapat khusus akan menyebutkan secara spesifik hal-hal
yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut, dan rapat hanya akan
'rhembicarakan hal-hal yang tercantum dalam pemberitahuan tersebut. -




Ca.

-

).
R d1selenggara.kan satu kali setahun.

@

S
@

. melalm

B8

", kg’)‘
C _ medik atau yang ditunjuk oleh ketua komite medik.

b
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" Pasal 38

Rapat pleno komite medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

.Rapat pleno sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dihadiri oleh .sta-f' 'm.edis

" PPK-BLUD RSUD Pandan.

(3) E A.genda rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah membuat

. ;laporan kegiatan yang telah dilak‘san'akan komite medik, rencana kegiatan
yang akan dilaksanakan komite medlk dan agenda lainnya yang dltetapkan

e oleh kom1te medik.

Pasgal 39

Keputusan hanya dapat ditetapkan bila kuorum telah tercapai.
:Peneta'pan' keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

a. musyawarah dan mufakat;

b ‘dalam hal tidak tercapal mufakat, maka putusan dlambﬂ melalm '

’.pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang
hadlr,

.+ ¢. dalam hal Jumlah suara yang diperoleh adalah sama maka ketua

berwenang membuat keputusan hasil rapat.

Pasal 40

'Set1ap rapat Komite Medik berhak dmadln oleh seluruh Pengurus Komlte
' Medlk

_ Rapat sebagamlana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh ketua kom1te

Bagiaﬁ Kedelapan -
'Komite Keperawatan
Pasal 41

- Koxmte cherawatan dibentui untuk membantu Direktur dalam hat:

menyusun Standar Pelayanan Keperawatan  dan " memantau

pelaksanaannya;

: rrigngat_ur kewenangan (previlege) perawat atau bidan;




o
ikeperawatan dan memberi masukan kepada pejabat struktural yang

i

@
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,'rfléngt?m'bangkan pelayanan keperawatan dan kebidanan, program
- pendldikan pelatihan dan penelitian;

,'-mengembangkan o pengetahuan dan temologx keperawatan dan
L kebldanan

Pasal 42

'Komlte Keperawatan memiliki kewenangan menyusun standar pelayanan

- bcrtanggung jawab dalam pengorgamsasmn pelayanan keperawatan
@
e ketua;
. b, wakil ketus;

¢. sekretaris;

"Susunan kepengurusan Komite Keperawatan terdm dan

d anggota.

-_Pémbentukan kepengurusan Komite Keperawatan dilaksanakan secara

transparan akuntabel dan demokratis.

~"Langkah langkah pemilihan kepengurusan Komite Keperawatan dllakukan
. sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

Q)
B :berada dlbawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

J abatan ketua Komlte Keperawatan merupakan Jabatan non struktural yang

Pasal 43

'I‘ugas Kom1te Keperawatan adalah :

,menyuqun standar pelayanan dan standar prosedur operasional

keperawatan dan memantau pelaksanaanya;

. f;icmbé.ntu kepala bidang Keperawatan Rumah Sakit dalam menyusun
B fanda’rkep‘erawatan Nursing Staf By Law dan memantau pelaksanaarinya
. :serta memben masukan kepada b1dang keperawatan perihal pengembangan

o pelayanan keperawatan;

E membantu bidang keperawatan Rumah Sakit menyusun kebijakan dan

B prosedul yang terkait etika keperawatan; |

. - 'melaksanakan koordinasi dengan bidang keperawatan dalam melaksanakan

" dan_pengawasan pelaksanaan tugas;

. melaksé‘nakan pengawasan etik profesi, disiplin profesi dan mutu profesi;

. mélakukan pemantauan dan evaluasi mutu pelayanan keperawatan;

: Imenmgkatkan program pelayanan pendldlkan pelatihan, penehtlan dan

: upengembangan dalam b1da.ng keperawatan.
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Pasal 44

. Untuk rﬁelai{sahakan tugas sebagaﬁmaha dimaksud dalam Pasal 43 Komite
Keperawatan menyelenggarakan fungsi pengarahan dalam pemberian pelayanan

| keperawatan

Pasal 45

- Untuk -mélal{Sanal<an tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Komitei
| 'Keper-awatan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

, a 3 membenkan masukan perencanaan kebutuhan dan pengembangan kualitas
| .‘_ 'sumberdaya keperawatan;

_melakukan pengawasan pelaksanaan asuhan keperawatan termasuk
- fasilitas keperawatan; _

Imelaksanakan pengawasan masalah etik keperawatan dan praktek
- keperawa’ean

‘ memberlka.n rekomendasi tentang kerjasama antara rumah sakit dengan
ms&tum pendidikan keperawatan;

. ‘membenkan masukan kepada bidang keperawatan tentang peningkatan
mutu pelayanan keperawatan;

"-menetapkan tugas dan kewajiban sub kormte dalam hngkup kormte
- keperawatan i

Pasgal 46

"Sub Komite adalah kelompok kerja khusus yang bertugas membantu
E ?pelaksanaan tugas-tugas klinis di bidang keperawatan o

) Sub Komite sebagaumana dimaksud peda ayat {1) dibentuk sesuai dengen
_ 'kebutuhan rumah sakit. '

. Kepengurusan Sub Kaomite ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.
" Pasal 47
Kéaﬁgg'otaan Sub Komite terdiri dari anggota tetap staf keperawatan dan
o fuhgsioﬁal. _
) . Susunan kepengurusan Sub Komite :
| a. ketua; |
b. sekretaris;

. c. anggota.
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Pasal 48
Pengurus kormte keperawatan mempunyai masa bakt1 selama 3 (tiga) tahun dan
o sesudah masa bakt1 akan diadakar pemilihan kembah

L Pasal 49

' Délam menjalankan mgasnya Komite Keperawatan wajib menjalin hubungan
. yang harmoms dengan Komiite Medik, Manajemen Keperawatan dan Instalasi i
e terkalt |

~ Bagian Kesembilan
Satuan Pengawas Internal
Pasal 50

1) Satuan Pcngawas internal adalah kelompok jabatan fungsional yang
L bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya.

' :-(2) . ‘Satuan Pengawas Internal dipimpin oleh seorang ketua berada dibawah dan
. ; berfanggung jawab kepada Direktur. |

74(3) Pengawgsan terhadap pengelolaan sumberdaya PPK-BLUD RSUD Pandan
S sébagairhana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan terhadap

' ._f)ehgelofaan SDM, sarana dan prasarana, kegiatan pelayanan serta
_ administrasi dan lingkuingan PPK-BLUD RSUD Pandan. |

. o Bagian Kesepuluh
- S : Instalasi
. h o | Pasal 51

{1 'Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dibentuk instalasi

sebaga1 unit pelayanan non struktural.

(2) Pembentukan 1nstalas1 sebagaunana dlmaksud pada ayat (1) di’eeta_pkan
'- dengan keputusan Dlrektur sesuai dengan kebutuhan. , ' |
(3) ‘In stalasi . dipimpin eleh seorang kepala instalasi dalam jabatan non
| 'struktural yang . diangkat dan o.1berhent1kan oleh Direktur atas usulan
| kepala bidang yang memb1dang1

(4);: ’Uralan tugas, fungsi dan kewenangan instalasi ditetapkan oleh kepala

instalasi berdasarkan pertimbangan Direktur dan atau b1dang/ bagian yang |

L membldangl
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: ~Kepa1a instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan,
';1nelaksanaka.n memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan keglatan
' :pﬁlayanan di mstalasmya masmg—masmg , ,
. Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis instalasi dilaporkan secara

tertuhs kepada Bupati. '

Bagian Kesebelas
Pengelolaan SDM
Paragraf 1
Pegawai
Pasal 52

vchawai PPK-BLUD RSUD Pandan terd1r1 dari PNS dan Non PNS.

‘ Pengangkatan pegawai PPK-BLUD RSUD Pandan yang berasal dari PNS dan
"~ Non PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

@)

Pengangkatan pegawai PPK-BLUD RSUD Pandan Non PNS dilaksanakan

. . berdasarkan atas kebutuhan organisasi.
)
L vdan Non PNS sebagaimana d1maksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara

Mekanismé pengangkatan pegawai PPK-BLUD RSUD. Pandan Vahg berasal

S "selek51
) _
. admimstram, test psikologi (bila diperlukan), seleksi akademik,

.Seleksl ; sebaga_lmana dimaksud pada ayat (4) terdiri dar seleksi
U kétenainpﬂan, wawancara dan kesehatén.

©) T

- RSUD Pandan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Tata cara pengangkatan atau penerimaan pegaWai non PNS pada PPK-BLUD

| Paragraf 2
 Penghargaan Pegawai
Pasal 53

Untuk mendoreng motivasi kerja dan produktivitas pegawai maka PPK-

o pegawai"jfang mempunyai kinerja bagus dan sanksi bagi pegawai yang tidak

' mernenuh1 ketentuan atau melanggar peraturan yang ditetapkan.

Penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat berupa
a - kenaikan pangkat reguler; '

o b kenaikan pangkat pilihan;

c. penghargaan lain yang sesuai dengan prestasi.
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Penghéigéan bé.gi Non PNS berprestasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 54

KenaJ.kan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS
o yang tidak‘ menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu,
| g termasuk PNS yang :

' a melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki Jabatan
o ' struktural atau fungsional tertentu; dan

'b. . dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk
. den tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan

‘persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

. Ke.naikan'pangkat. pilihan adalah penghargaan yang diberikan kepada PNS
- . yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentii. '

 Paragraf 3
- Sanksi dan Pemberhentian Pegawai
Pasal 55 |

peraturan perundang-undangan yang berlaku

,Pemberhentlan pegawai berstatus PNS dilakukan menurut peraturan

- 'perundangan

u'(ll

f ‘.’,;(23

Pasal 56

Sa;;lgs1 disiplin pegawai Non PNS meliputi teguran hsan teguran tertulis dan

- pernyataan udak puas secara tertulis.

Pemberhentian pegawai berstatus non PNS dilakuken dengan ketentuan

: sebageu berikut :

- a. pember‘hentlan atas permintaan sendiri dilaksanakan apabﬂa pegawai

' PPK-BLUD RSUD Pandan Non PNS mengajukan permohonan berhenti
sebagal_ ‘pegawai pada masa kontrak dan atau tlg_lak memperpanjang

. masa kontrak;

b.;‘_'pemberhentian tidak atas permintaan sendiri dilaksanakan apabila
" pegawai PPK-BLUD RSUD Pandan non PNS melakukan pelanggaran

peraturan perundang undangan;

' c. meninggal dunia;
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o " d, terﬁbat dalam suatu perbuatan melanggar hukum dengan ancaman

| p1dana dan dinyatakan terbukti secara sah dan ditetapkan dcngan-

putusm pengadilan,

U’Pemberhentlan pegawai Non PNS dilakukan dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 4
~ Disiplin Pegawai
Pasal 57

D1s1p11n ‘adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui prosé"s _

o '_; dan serangkalan perilaku yang menun_]ukan nilai-nilai, ketaatan, kesetlan, |

@)

(3).

" keputusan Direktur dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.

@

- :k"exja'- dapat“ berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas

ketertlban dan loyalitas yang dituangkan dalam :

a. daftar hadlr

| b.- jumlah jam kerja;
e lapoi"an kegiatan;

d. daftar penilaian pekerjaan.
(2) Ketentuan tingkat hukuman disiplin PNS diatur berdasarkan peraturan
' perundang—undangan.

‘Ketentuan tingkat hukuman pegawai non PNS diatur berdasarkan

Bagian Keduabelas
Remunerasi
" Pasal 58

Pejabat pengelola, dewan pengawas, sekretaris dewan pengawas dan

' pegawai PPK-BLUD RSUD Pandan dapat diberikan remunerasi sesuai

déngan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang

diperlukan.

'Rf—:_mﬁner'asi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan

' prestasi, pesangon, dan/atau pensiun.
:Remur_;érasi bagi dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas

. sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk henorarium.




~28-

Pasal 59

"'IEQe'muherwasi PPK-BLUD RSUD Pandan sébagaiména dimaksud dalam Pasal 58
B | ayat (1) d1tetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan yvang disampaikan oleh
Dlrektur melalul Sekretaris Daerah. '

Q

e

e

b

d M
e

o

Pasal 60

Bupati menetapkan Remuncrasi Direktur PPK-BLUD RSUD Pandan dengan
. mémpeMbangkan faktor - ukuran dan jumlah aset yang dikelola,
T -kemampuan pendapatan, dan kinerja operasxonal

(2) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis d1tetapkan paling banyak
- _ scbesar 90% dari remunerasi Direktur. )
(3) "~Pe_]abat pengelola dan pegawai PPK-BLUD RSUD Pandan yang berstatus |
- PNS gaJ1 pokok dan tunjangan diberikan sesuai peraturan perundang—.
undanga.r_x serta dapat diberikan tambahan penghasﬂan sesuai remunerasi
yang ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direktur. '

@) ]
_tungangan diberikan sesuai kemampuan Rumah Sak1t d1tetapka_n oleh
o Bupat1 atas usulan Direktur.

Pegaw'ai’PPK-BLUD RSUD Pandan yang berstatus non PNS gaji pokok dan

Pasal 61

Slﬁtcm rcmunerasa dilaksanakan dengan mcncantumkan kompetens1 yang akan
d1n11a1 berdasarkan yaitu :

‘ pqu_alaman kerja dan masa kerja;

jabatan yang disandang;

' keterampﬂan dan ilmu pengetahuan,

tmgkat kegawatdaruratan,

"resiko;

- A hésil dan capaian. progra_rh.

Pasal 62

._Remuneras1 kepala bagian/bidang dan kepala sub bidang/ seksi ditetapkan
'pahng banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi
i o Dlrektur.
@

: Rémunera‘si Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut :

a. Honora;rium Ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empaf'
- puluh persen) dari gaji Direktur;




w
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. (hma belas persen) dan gaji D1rektur

'c.: honorarmm anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 30% (tiga

puluh enam persen) dari gaji Direktur.

Pasal 63

-.Pc:ja..bat Pengelola, Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas vang

-dibc'rhentik’an sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar

50% {(lima pliluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang

berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya -

keputusan deﬁmtlf tentang jabatan yang. bersangkutan
Bag1 Pejabat Pengelola berstatus PNSs yang diberhentikan sementara dari
jébatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh peﬁghasilan

o sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di PPK- -
o _BLUD RSUD Pandan sejak tangggal diberhentikan. -

Bagian Ketigabelas
Standar Pelayanan Minimum
‘Pasal 64

: Untuk menjamin ketersed1aan ketez:]angkauan dan kuahtas pelayanan

-1::_ kesehatan kepada pasien yang berkualitas maka direktur mengusulkan

" Standar Pelayanan Minimal PPK-BLUD RSUD Pandan untuk ditetapkan
olsh Bupatl
,Standar Pelayanan Minimal harus dapat terukur dan dapat dicapai, relevan,

. dapat diandalkan serta topat waktu untuk semua jenis pelayanan yang
© - diberikan.

e
: merupakd.n acuan dalam melaksanakan tugas dan harus dilaksanakan oleh
setlap sta.f PPK-BLUD RSUD Pandan. '

‘Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) harus

(4)

Standar Pelayanan -Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

.*.,imempeytlmbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan

serta kemudahan untuk mendapat layanan.




@

- 'mengutamakan kegiatan pelayanan yang menunjang terwujudnya tugas dan
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Pasal 65

Standar Pelayanan Minimal harus memenuhi persyaratan sebagai ber1kut
... fokus pada jenis layanan tertentu;
. terukur;

relevan dan dapat dlandalkan

~ tepat Waktu

a
b.

e dapat dicapai; ,
4
e

Fokus pada jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

‘ o fungs1 rumah sakit.’

@)

iy

(4)
i'keglatan nyata dapat dihitung tingkat pencapalannya ras1ona1 sesuai

Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hufuf b, mempakan'kegiatan

_yang pencapaiannya dapat dinilai sesuai dengan standar yang telah
.ditentuk'an

Dapat dlcapal sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan

o kemampuan dan tingkat pemanfaatannya.

(5')" -'Tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, fngmpakan
' kesesuaian jadwal dan kegiatan pelayanan yang telah ditetapkan. . |
‘Relevan dan dapat diandalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

merupakan keglatan yang sejalan, berkaitan dan dapat dlpercaya untuk

menunjang fungsi rumah sakit.

Bagian Keempatbelas
Pengelolaan Keuangan
Paragraf 1
Pendapatan
Pasal 66

‘Pendapatan PPK-BLUD RSUD Pandan berasal dari jasa layanan, hibah,
APBD, APBN dan hasil kerjasama dengan pihak lain, serta pendapatan lain
- ‘yang sah.’ |

- . diatur dengan peraturan Bupati.

'Peneﬁmaan sumber lain yang szh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -
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Pasal 67

' “Pendapat.an PPK-BLUD RSUD Pandan yang bersumber dari jasa layanan
e dapat berupa imbalan yang- d1peroleh dari jasa layanan yang d1bcr1kan
. kepada masyarakat

.'Pendapatan PPK-BLUD RSUD Pandan yang bersumber dari h1bah dapat
" berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat. -

‘ =',Has11 ker_]asama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama |

v operasmnal sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan

"+ fungsi PPK-BLUD RSUD Pandan.

'P-endapatan PPK-BLUD RSUD Pandan yvang bersumber dari Anggaran
t Péndapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang
- berasal dan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan program atau
- kegiatan di PPK-BLUD RSUD Pandan. |

| ;Pendapatan PPK-BLUD RSUD Pandan yang bersumber dari Anggaran

o . Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat berupa pendapatan yang |

. berasal dari Pemerintah PI'OVlnol dalam rangka pelaksanaan program atau
 kegiatan di PPK-BLUD RSUD Pandan. _
'}'Pendapatan PPK-BLUD RSUD Pandan yang bersumber dari Anggaran

.Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang
fberasal dari pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan program atau
| '_ "keglatan di PPK-BLUD RSUD Pandan. '

(7 Lain-lain pendapatan yang sah antara lain :

a.’ has11 penjualan kekayaan yang tidak terp1sahkan
b. hasﬂ pemanfatan kekayaan;
:'cf.' ' jasa giro;
’» d ', perldépatan bunga;
e. : keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
f. komisi, potongan ataupun bentuk-bentuk lain sebagai akibat dari
_penjualan dan atau jasa oleh rumah sakit; | |

" g “ hasil investasi.

Pasal 68'

_"-Pt;;’nda,pé.tarr-PPK-BLUD RSUD Pandan yang bersumber dari jasa layanan
. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1), dapat dikelola langsung

h vmémbiayai Rumeh Sakit sesuai dengen Rencana Bisnis Anggaren (RBA)J.




, (2) ' Pendapatan PPK-BLUD RSUD Pandan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
.:‘67 ayat (1) dilaksanakan melalui rekening kas rumah sakit dan dicatat
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c dalam kode rekenmg kelompok Pendapatan Asli Daerah pada jenis lain-lain
L ,'="pendapatan asli Daerah yang sah dengan obyek pendapatan PPK-BLUD
@ RSUD Pandan.
L (3)' ' Setlap pendapata.n PPK-BLUD RSUD Pandan sebagalmana dunaksud dalam
" Pasal 67 ayat (1), dilaporkan setiap triwulan kepada DP2K2D. :

Pasal 69

(1) Seluruh pengeluaran PPK-BLUD RSUD Pandan ‘harus dilé;porkanWSetia.p '
E .r tr1wulan ke DP2K2D sesuai déngan ﬁeraturan yang berlaku. |
(2) Pehgelolaan keuangan BLUD RSUD .Pandan berdasarkan padét prinsip
-efektx_fitas, efisiensi, dan produktifitas dengan berazaskan akuntab;htas dan

W _transparansi ' |

Pasal 70

Dala;n__ rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2)

.maka penatausahaan keuangan sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan
(SAK) dan Sta.ndar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Paragraf 2
Biaya
Pasal 71

- {1) " Biaya PPK-BLUD RSUD Pandan terdiri dari biaya operasional dan biaya non
B 6perasiona1. | | |

. (2) . Biaya operasional dan non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

| '(1'), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban PPK-BLUD RSUD Pandan |

.. dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.

Pasal 72

(1) _Bia.Ya. rumah sakit scbagéimana dimaksud dalam Pasal 71 avat (1),
‘ -.dlalokas1kan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan

pelaya.nan dan kegiatan pe*ldukung pelayanan.
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d1a10kasﬂ<an sesuai dengan kelompok, jenis, program, dan keg1atan.

Pasal- 73

o 'd'ari‘ .

a biaya pelayanan,

. b. biaya umum dan administrasi. ,
'(2) : 'Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencalmp
SR seluruh b1aya operasional yang berhubungan Iangsung dengan kegiatan
. pelayanan ‘ v
"(3)‘ _Blaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, meriéakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung
o ,dénga'n kegiatan pelayanan. | ’ .
] 4) Blaya pelayanan sebagalmana dimaksud pada ayat (2), terdm dari :
i . .blaya pegaw
b. biaya bahan,

a
b
Cc. .'bia}fé. jasa pélayanan;
d 1 b_iéya pemeliharaan;
€. biaya bérang dan jasa;
| £ biaya pelayanan lain-lain. «
. (9 | Bi'aya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri
o dari : '
‘e, b1aya pegawai;
bzaya administrasi kantor;
biaya pemeliharaan;

a
b
. c
3 d biaya barang dan jasa; -
e. biaya promosi;
f

. biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 74

' Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 avat (2), terdiri
a. biaya bunga; -

.'b. " ‘biaya administrasi bank;

c. . biaya kenigian penjualan aset tetap;

ey
!
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 biaya kerugian penurunan nilai;

e.. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 75

Seiuruh pengeluaran biaya rumah sakit yang bersumber sebagaimana

‘ .dlmaksud dalam Pasal 69 dﬂaporkan kepada Pejabat Pengelola K euangan
| L ?  Daerah setiap triwulan. |
e ,

L (1), dllakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang

.Seluruh pengeluaran biaya rumah sakit sebagaumana dimaksud pada ayat

" R d11amp1r1 dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).
NE)

Format .Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ) sebagalmana d1maksud

. p_ada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada
‘ayat (1) sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 76

Pen,oeluaran biaya PPK_~BLUD RSUD Pandan chberlkan fleksibilitas dengan

o mempertlmbangkan volume kegiatan pelayanan.

‘ -E».(‘Q.}_,'l'FlekSAblhtas pengeluaran biaye sebagaimana dimaksud pada ayat (1
"_mc_rupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan
pérubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana ‘Bisnis Anggaran
‘(RBA) yang telah ditetapkan secara definitif.

'Flek81b1htas pengeluaran biaya PPK-BLUD RSUD' Pa_ndan sebagaimana
v dJmaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya yang berasal dari -
| pendapatan selain dari APBN/APBK dan hibah terikat.

T @

Dalam hal terjadi kekufangan anggaran, Direktur dapeit mengajukan usulan

E tambahan anggaran dari APBK kepada PeJabat Pengelola Keuangan Daerah
.;_ ' melalul Sekretanat Daerah.

Pasal 77

Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagalmana dlmaksud

5 dalam Pasal 7 6 ayat (2), ditetapkan derigan besaran persentase.

Besaxan prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan

- f dengan mempertlmbangkan fluktuasi keg1atan operasional PPK-BLUD RSUD
- ‘Pandan
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Bésarah persentase sebagaimansa dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam
1. Rencana Bisnis Anggaran (PBA) dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)

L ‘PPK-BLUD RSUD Pandan cleh Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD)..

L@

‘Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
vmerupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, térukur,
- rasional dan dapat dipertanggungiawabkan.

Paragraf 3
» Tarif Pelayanan
Pasal 78

_‘":PPK-BLUD RSUD Pandan dapat memungut biaya kepada masyarakat

sebagai imbalan atas barang dan atau jasa layanan yang diberikan.

Imbalan atas barang dan atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada

“‘ayat (1) ditetapkan dalam bentuk ‘tarif layanan ‘berdasarkan perhitungan
; . biaya satuan per unit layanan |

:; Tanf sebagalmana dimaksud pada ayat (2), termasuk imbal hasil yang wajar
- '<dar1 investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebaglan dari biaya

- ‘per unit layanan.

Tarif layanan sebagaimana dlmaksud pada ayat (2), dapat berupa besaran,

‘tar'f dan atau pola tarif sesuai dengan jenis layanan PPK-BLUD RSUD

o Pandan

/(1)
@
" (3)
¥ 4)'
' : mempertlmbangkan kontinuitas dan pengemnangan layanan daya beli

e

‘;. (6) .‘

o a pembiﬁa teknis;

Pasal 79

Tanf Iayahah 'PPK-BLUD RSUD Pandan diusulkan oleh direktur kepada
‘Bupati melalui Sekda. |
.;‘_’I‘aﬁf '1ayana:ﬁ kelas [l ditetapkan dengan Peraturem Daereh.

Tanf layanan selain tarif kelas III ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pehetapan tarif layanan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

| masyarakat serta kompetisi yang sehat.

Bupatl dalam menetapkan besaran tarif sebaga.unana dimaksud pada ayat

3) dapat membentuk tim.
«Tim sebagan_'nand dimaksud pada ayat (5), keanggotaannya berasal dari :

~_b. pembina keuangan;




e

' -keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan.
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€. lembaga profesi;

.. d. unsur perguruan tinggi.

Pasal 80

- k«_ebutuhan dan perkembangan keadaan.

Perubehan tarif sebagaimane dimaksud pada ayat (1) dapat dilakuken

sédara keseluruhan ataupun per unit layanan

Proses perubahan tarif svbagalmana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)

- berpedoman pada peraturan perundang—undangan yang berlaku.

Bagian Kelimabelas:
Akutanm, Pelaporan dan Pertanggung jawaban
Paragraf 1
Akuntansi
Pasal 81

-PPK-BLUD RSUD Pandan menerapkan sistem informasi manajemen

_ keua.nga.n sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
{2) -
o d_ok'unieri pendukung yang dikelola secara tertib.

Setlap_ transaksi keuangan PPK-BLUD RSUD Pandan dicatat dalam

Pasal 82

P?I{QBLﬁD RSUD Pandan menyelenggarakan akuntansi dan laporan

APenyelen'ggaraan akuntansi dan laporan keuahgan sebagaimaha dimaksud
‘ "piada' ajrat (1), menggunakan basis aktual baik dalam pengakuan'
- " 'pendapatan biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana.
B

'akuntans1 dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku
- d1tetapkan dengan peraturan Bupati.

'PPK-BLUD RSUD Pandan mengembangkan dan menerapkan sitem

Pasal 83

,- Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan
: .ber'basis aktual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2), Direktur




@
_ B ldporan kinerja yang berisikan informasi pencapman hasil/ keluaran PPK-
' BLUD RSUD Pandan.

’;.'ﬂ (3)

o
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sesua1 jenis layanannya

: ‘._Kebxj,akan akuntansi PPK-BLUD RSUD Pandan sebagalmana dunaksud pada
= ;ayat (1), dlgunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian
’ dan pengungkapan asset, ekuitas dana, pendapatan dan biaya.

Paragraf 2
Pelaporan dan Pertanggung jawaban
Pasal 84

‘Laporan keuangan PPK-BLUD RSUD Pandan terdm dari :

R f_ a. - neraca yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset,
_ kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu; | | |

. A"b.i .lapofan' operasional yang berisi informasi jumiah pendapatan dan biaya

- BLUD selama satu periode;

c 'lapofan arus kas yang menyajikan informasi kas berkaitan dengan

"aktivitas operasional, investasi, dan algtivités pendanaan dan/atau
s Pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaah, pengeluaran - |

dan saldo akhir kas selama periode tertentu; dan

©*'d. catatan atas laporan keuangan yang berisi penjelasan’ naratif atau

* rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan

Lapor-an keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh

' _ "pcnieriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Penyusunan }gp@rgzé keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84
dilakukan_ untuk kepentingan konsolidasi, dilakukan berdasarkan standar
mtélléi pemerintahan. '
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. BABV
' PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN PENGELOLAAN
| | Bagian Kesatu
Perencanaan
- Pasal 86

: PPK—BLUD RSUD Pandan diharuskan menyusun rencana bisnis sebagai
'_ ﬁe_do’rhéﬁ dala.m menyusun Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
»‘ Rénpajfla Bisnis PPK-BLUD RSUD Pandan sebagaimana dimaksud pada ayat
, A(i), : mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, peﬁgukuran_
pencapa,lan klner_]a, rencana pencapaian lima tahunan dan’ proyeks1' .
" keuangan lima tahunan PPK-BLUD RSUD Pandan.

ARencana Bisnis Anggaran (RBA) yang telah disusun dilaporkan ke DP2K2D
s untuk ditelaah dan disahkan menjadi. Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA)
. .sebagai pelaksanaan anggaran dengan tetap berpedoman kepada peraturan

'pérundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 87

'Penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) tahunan mengacu kepada
'rencana bisnis PPK-BLUD RSUD Pandan.

: Peﬁyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagajmana dimaksud pada
- é.yéi: I(I), ~disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja,
- pemituhgan' akutansi bilaya menurut jenis ia}ianan, kebutuhan pendanaan

‘dan kemampuan

Rent,ana BlSl‘llS Anggaran (RBA) 'sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

kinerja tahun berjalan;
.aSﬁmsi makro dan mikro;
target 1§ine1ja*
V_ana.hsus dan perlnraanbmya satuan
perklraan harga; ,
anggaran pendapatan dan biaya;
beéafan_ persentase ambang batas;
. ‘prognosa laporan keuangan;

perkiraan maju (forward estimate);
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o j. rencana pengeluaran investasi/modal;

k rlngkasan pendapatan dan biaya untuk konsolidasi dengan RKA-
"SKPD/APBD.

,.(4) Rencana Bisnis Anggaran (RBA) sebagalmana dimaksud pada ayat (3)

h a. pendapatan dan b1aya

@

- dlsertal dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan
- b1aya dari keluaran yang akan d1hasﬂkan

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Anggaran
' Paragraf 1
DPA PPK-BLUD RSUD Pandan
Pasal 88

DPA-PPR—BLUD RSUD Pandan mencakup antara lain :

b. ppoyeks1 arus kas; .

c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan d1hasﬂkan
DP2K2D mengesahkan DPA-PPK BLUD RSUD Pandan sebagal dasar
}-pelaksanaan anggaran. E : ,

 Dalam Hal DPA PPK-BLUD RSUD Pandan sebagaimana dimaksud pada ayat
:  (2), be]ﬁm disahkan oleh DP2K2D Daerah, PPIQ—BLUD RSUD Pandhn dapat
melakukan pengeluaran uang seﬁﬁggi—tinggi1aya sebesér angka DPA PPK-
" BLUD RSUD Pandan tahun sebelumnya. '

Pasal 89

'DPA PPK'BLUD RSUD Pandan yang telah disahkan oleh DP2K2D
x'é'ebagaﬁnana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), menjadi dasar penarikan
‘dana yeng bersumber dari APBD.

Penankan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk

" belanja ‘pegawai, belanja modal, barang dan/atau jasa yang dilakukan

’sesua1 dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pcnankan dana untuk belanja- barang dan/atau Jasa sebagaimana

L du:naksud pada ayat (2), sebesar selisih (mismatch) jumlah kas yang tersedia

d1tambah dengan aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah

- pengeluaran yang d1proyeks1kan dengan memperhatikan anggaran kas
yang telah ditetapkan dalam DPA PPK-BLUD RSUD Pandan.
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Paragrgf 2

Pengelolaan Kas
Pasal 20

- ﬁans_aksi penerima.an‘ dan pengeluaran kas yang dananva. bersumber selain dari

" APBD, APBN dilaksanakan melalui rekening kas PPK-BLUD RSUD Pandan.

Pasal 91

perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
pemungutan pendapatan atau tagihan,
péﬁyir’npgﬁan kas dan mengelola rekening bank;
-'pemﬁayaran;

' perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek

o n— o s:'f."&i' i

' pemanfa.atan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan
: Pénerimaan PPK-BLUD RSUD Pandan pada setiap hari diéetorkan
e seluruhnya ke rekening kas PPK-BLUD RSUD Pandan dan dﬂaporkan _
. i .,kepada pejabat keuangan PPK-BLUD RSUD Pandan.

Paragraf 3
Pengelolaan Piutang dan Utang
Pasal 92

(1) PPK-BLUD RSUD Pandan dapat memberikan piutang sehubungan dengan'
': f: pénjrei‘aﬁén Barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan larigsung
o _zﬁaupun tidak langsuug dengan kegiatan PPK-BLUD RSUD Pandan.
_;(2) :'.‘P1utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara tertib, efesien
o ~‘ekonorma, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai
Atambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasarkan
S .ketentuan peraturan perundang-undangan.
| i-(é) ’ PPK—BLUD RSUD Pandan melaksanakan penag1han piutang pada saat
p1utang Jatuh tempo.

“4) fUntuk melaksanakan penagihan piutang sebagimana dimaksud pada ayat
/(3), PPK-BLUD RSUD Pandan menyiapkan bukti dan administrasi
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. _'Pandan o h 4
. ﬂ(-'s;. ‘Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang sulit ditagih
‘ ‘ "dapat dilimpahkan penag1hanrya kepada Bupat1 dengan melampukan_

- «buktl-buktl Valld dan sah.

Pasal 93

-Piumhg dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat ‘oleh pejabat yan,g
- berwéna.ng, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang.

@

Kewenangan penghepusen piuteng sebagaimen dimaksud pada ayet {1y,

' dltetapkan dengan peraturan Bupat1

Pasal 94

-‘PPK-BLUD RSUD Panda,n dapat melakukan pmJaman/ utang sehubungan

‘ denga_n kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak
(2 _Pinjaman/ utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa

: pmjaman/ utang jangka pendek atau pinjaman/utang jangka panjang.

P1n_]aman sebagalmana dimaksud pada ayat (2), dikelola dan diselesaikan

secara tertlb efesien, ekonomis, transparan, dan bertanggung Jawab
@

N pendek hanya untuk biaya operasional termasuk keperluan menutup defisit

Pemanfatan pinjaman/utang yang berasal dari penkatan pinjaman jangka

R :' kas.
W 6
R i panJang hanya untuk pengeluaran investasi/modal.
6
. dahulu wajib mendapat persetujuan Bupati.

Pemanfatan pinjaman/ utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka

Pm1aman _]angka panjang sebagaiman dimaksud pada ayat (2), terlebih -

Pasal 95

E.Pemkatan pinjaman dilakukan oleh pejabat yang berwenang ‘secara
R bexjenjang berdasar nilai pinjaman.
@

Kewenangan penkatan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
""" diatur dengan peraturan Bupati. ‘ | ‘ ' |
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Pasal 96

| fP:embéij'axa;n kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
94 ayat (1), ayat (2), menjadi tariggung jawab PPK-BLUD RSUD Pandan.
- Hak tagih pinjaman /utang PPK-BLUD RSUD Pandan menjadi kadaluwarsa -
v‘setelah S (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali d1tetapkan

lam menurut undang-undang.

Jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung se_]ak tanggal 1

'Januan tahun berikutnya.

Pasal 97

'PPK-BLUD RSUD Pandan wajib membayar bunga d.a,n pokeok utang yang
' telah jatuh tempo.

Direlctur PPK-BLUD RSUD Pandan depat melekuken pelampauan
. 'pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas
' “ yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Paragraf 4
Investasi
Pasal 98

PPK;B.LUD RSUD Pandan dapat melakukan investasi sepanjang memberi

" manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada
‘_;_'masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan PPK-BLUD RSUD |
: . Pandan.
@

- pendek dan inventasi jangka panjang.

InyestaSI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa investasi jangka

Pasal 99

’merjupakan mvestasu yang dapat segera dicairkan dalam Jangka waktu 12
' (dua belas) bulan atau kurang.

. (2) . Investasi- jéngka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dépat

dilaku_kah dengan pemanfaatan surpius kas jangka pendek.

IifNesteisi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
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. & deposito berjangka waktu 1 (satw) sampai dengan 12 (dua belas) bulan
- dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
. b " pembehan surat utang negara jan‘g_ké pendek;

~ c.' pembelian sertifikat Bank Indonesia.

Karaktenst:Ik investasi _]angka pendek sebagalmana, dimaksud pada ayat (1),
adalah

el dapat segera dlpeljualbehkan /dicairkan;
. " “’b d1tun1ukan dalam rangka manajemen kas
s ,' ¢ bensﬂco rendah.

. Pasal 100

: .PPK—BLUD RSUD Pandan tidak dapat melakukan investasi jangka panjang,
kecuali atas persetujuaan Bupati.

.{In.vesﬁétsx 'Jangk'a panjang sebagaimena dimaksud pada ayat (1), antara lain:

" a. penyertaan modal;

o b pemih"kan obligasi untuk masa jangka panjang;

1nvestas1 langsung seperti pendirian perusahaan.

Pasal 101

[c]

Dalam hal PPK-BLUD RSUD Pandan mendirikan/r mémbeli badan usaha. yang
f'berbadan hulzum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemenntah :
: Daerah

Pasal 102

'Hasﬂ mvesta31 merupakan pendapatan PPK-BLUD RSUD Pandan.

Pendapatan PPK-BLUD RSUD Pandan sebagaimana dimaksud pada éyat (1)

o dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai

. Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

Paragraf 5
Kerjasama
Pasal 103

- Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, PPK-BLUD RSUD
: P_éridan_ dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
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Kteasama sebagalmana -dimaksud - pada ayat (1), dilakukan berdasarkan

L pr1n31p eﬁ51ens1 efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan

@

(1) He

9_,(1) : Ker_}asama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat
. (1), antara lain ; '

L a. _kexjasama operas

)
- merupakan perikatan antara PPK-BLUD RSUD Pandan dengan pihak lain,

 Pasal 104

- b. sewa menyewa;

o '.Q.“" usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi PPK-BLUD RSUD

- Pandan.

Kex’—jasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a,

1 _inelalui peﬁgelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama
o : derigari pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak:

@
. penyerahan ‘hak penggunaan/pemakaian barang PPK-BLUD RSUD Pandan .

Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan

kepada pihak lain atau sebaliknya dengan 1mbalan ‘berupa u§ng sewa
. bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu, baik sekaligus

. maupun secara berkala.

Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungs1 PPK-BLUD RSUD Pandan .

‘._ﬂv_'sebagau-nana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, merupakan kerjasama

' dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan ‘bagi PPK-BLUD RSUD
. ' Pandandengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjgdi
""" * kewajiban PPK-BLUD RSUD Pandan.

Pasal 105

o RSUD Pandan

Penda.patan PPK-BLUD RSUD Pandan sebagalmana dimaksud pada ayat (1), -

.+ 'dapat dlpergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai

e Rencana Bisnis Anggaran (RBA).
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B#gian Keempat
Pengélolaan Barang
Baragraf 1
S Pengadaan Barang dan/atau Jasa

' . N - o - Pasal 106

(1) Pengadaan barang den/atau  jesa pada PPK-BLUD RSUD Péndém-
B _  chlaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan
| barang/ Jasa pemerintah. : ' -
(2) Pengadaa.n barang dan/atau jasa d11akukan berdasarkan prinsip efisien,

| efektif, transparan, - bersaing, . adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan
, pfaktek bisnis yang sehat. '

- Pasal 107

- .
(1) PPK—BLUD RSUD Pandan dengan status permuh dapat diberikan fleksibilitas

' berupa pembebasa.n sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku

| umum bagl pengadaan barang dan /atau jasa pemerintah apabﬂa terdapat
alasan efektifitas dan/atau efisiensi. : :

.(2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan terhadap

pengadaan barang dan/atau jasa yang sumber danar\ya berasal dan
- a. Jasa layanan;
b ‘hibah tidak terkait;
- c hasil kerjasama dengan pihak lam,
d lam—laln pendapatan PPK-BLUD RSUD Pandan yang sah.

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagalm_ana dimaksud dalam Pasal 106
| ayat (2), berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang

o disetuJul Bupati dan ditetapkan oleh Direktur.

u (2); .‘:-Ketentudn_ pengadaan “barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin
K z..ilPP..K'-BL_UD RSUD Pandan  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus

| "; dapat h’ienjamin ketersediaan barang dan / atau jasa yang lebih bermutu,

Pasal 108

" lebih murah, preses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah
menyesualkan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan
PPK-BLUD RSUD Pandan.
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Pasal 109

) Pengadaan ba;r:ang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah tenkat dapat
s " dllakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau

ketenman pengadaan barang dan/atau Jasa yang berlaku bagi BLUD sepan_]ang
‘dlsetu_]m pemben hlbah

. Pasal 110

Ty, .Pcngadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106
U ayat (2), dilaksanakan oleh pelaksana pengadaan.

' {2) : Pele.ksana pengadaan sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1), dai:at
o berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur ditugaskan

E secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna
/- keperluan PPK-BLUD RSUD Pandan.
g ~(3) PelakSairia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari-

L pefsonil Yang memahami tata  cara pengadaan, éubstanéi

| _ pekexjaan/ kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang d1per1ukan
.
Pasal 111
Peminiuka_n pelaksana pengadaan barang dan/atau jasa dilakukan 'd'enga_n
- prms1p ' |
LA, obyektxﬁtas, dalam hal penun;ukan yang chdasarkan pada aspek integritas

. '_ moral kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan

o .“barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran

E- dan ketepatan tercapamya tujuan pengadaan barang dan /atau jasa;

B mdepenelens1, dalam hal menghindari dan mencegah teqadmya
‘pertentangan Kkepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan

| penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan

. ‘saling uji (cross check), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari

éumber " yang - berkompeten, dapat dipercaya,  dan dapat

A"',dlpertanggung]awabkan untuk mendapatkan keyakinan yang, memadau

‘ dalam melaksanakan penunjukan pelaksana pengadaan lain.
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Pasal 112

Pengadaa.n barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat

(1), d1selenggarakan berdasarkan jenjang n1la1 yang diatur dalam peraturan

, Bupau
@
Paragraf 2
Inventans dan Aset
Pasal 113
. (i) Barang inventaris milik PPK-BLUD RSUD Pandan dapat d1hapus dan ] atau

o 'd1a11hkan kepada pihak lain atas dasar perﬁmbangan ekonomis dengan cara
- dijual, dltuxar dan/atau dihibahkan. '

(2)
K _ hab1s pa.ka1 barang untuk diolah atau dijual, barang lamnya yang tidak

Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan barang

- ‘,4 " :memenuhl per“yaratan sebagai aset tetap
1
sebagalmana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendapatan PPK BLUD
".RSUD Pandan.

'Hasﬂ penJualan barang inventaris sebagaumana dimaksud pada ayat (3), |

Hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pen’galihan

dltuangkan secara memadai dalam laporan keuangan PPK-BLUD RSUD

.. Paridan.

Pasal 114

:?BK—BI_JUI_) RSUD Pandan ‘ti_dak ‘boleh mengalihkan dan/atau ihenghélpus

- aset tefap, kecuali atas peréetujuan pejabat yang berwénang

Aset tetap scbagalmana dimaksud pada ayat (1), merupakan aset berwujud
yang mempunyal masa manfaat lebih dari- 12 (dua belas) bulan untuk
digunakan dalam kegiatan PPK-BLUD RSUD Pandan atau dimanfaatkan

L ,-oleh masyarakat umum.

(3) 7 Kewenangan pengahhan dan /atau penghapusan aset tetap sebagalmana
B idlmaksud pada ayat (1), dlselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan j jenis
,_jbarqang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang—undangan

Hasil pengahhan aset tetap sebagannana dimaksud pada. ayat (3},
‘:merupakan pendapatan PPK-BLUD RSUD Pandan dan dlungkapkan secara

_ memada,l dalam laporan keuangan PPK-BLUD RSUD Pandan.



.il ~ (2)l

5

: 'ayat (3) dllaporkan kepada Bupa‘u melalui Sekretaris Daerah
©
~_‘tugas dan- fungs1 PFK-BLUD RSUD Pandan harus mendapat persetujuan
 Bupati melalui Sekretaris Daerah. |

Ve
. _.'reahsa31 pendapatan dan realisasi biaya PPK-BLUD RSUD Pandan pada
‘satu tahun anggaran.
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Penggunaan aset tetap untuk keglatan yang tidak terkait 1angsung dengan

Bagian Kelima
Surplus dan Defisit Anggaran
Pasal 115

Surplus anggaran PPK-BLUD RSUD Pandan merapakan selisih lebih antara

Surplus anggaran PPX-BLUD RSUD Pandan dapat digunakan dalam tahun

- anggaran bcnkutnyd kecuali atas permintaan kepala Daerah ehsetorkan
‘sebaglan atau seluruhnya ke kas Daerah dengan memperumbangkan posisi
- _‘hku;dltas PPK-BLUD RSUD Pandan.

Pasal 116

). -Déﬁsit anggaran PP} --BLUD RSUD Panrdan merupakan selisih kurang antara

reahsas1 pendapatan dengan realisasi biaya PPK-BLUD RSUD Pandan pada

. satu tah\m anggaran. .
‘Defisit . anggaran PPK-BLUD RSUD Pandan dapat diajukan usulan
| 'pembiayaarmya pada tahun anggaran berikutnya kepada PPKD.

Bagian Keenam
Penatausahaan
Pasal 117

' 'Penatausahaan keuangan PPK-BLUD RSUD Pandan paling sed1k1t memuat :

a.

‘ pendapatan /biaya;
b. penemmaan/ pengeluaran;
. utang/piutang;
' 'fs‘e'rsediaan,v aset tetap dan investasi;
. - ekuitas dana




@

(1)
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Pasal 118

':Penataubahaan PPK-BLUD RSUD Pandan d1dasarkan pada prinsip
B pengelolaan keuanga.n bisnis yang sehat.

Penatausahaan PPK-BLUD RSUD Pandan sebagaimana dlmaksud pada ayat

(1), dilakukan  secara tertib, efektif, efisien, transparan, dan dapat
c ii' dlpertanggung]awabkan
e

D1rektur menetapkan kebijakan peniatausahan keuangan PPK-BLUD RSUD |

f | Pandan.

5_(4) N Penetapan kebgakan penatausahaan sebagannana dJmaksud pada ayat (1)

*dlsampdlkan kepada PPKD.

Nt

@

Bagian Ketujuh
- Pengelolaan Sumber Daya Lain
Pasal 119

,'Slin-'lbc'r daya lain adalah seluruh kegiatan yang menghasitkan pendapatan
' ‘PPK-BLUD RSUD Pandan di luar pendapatan operasmnal dan dikelola oleh
| rumah sakit.

Pengelolaan sumber daya lain sebagaimana dunaksud pada ayat (1) pada

. PPK-BLUD RSUD Pandan diupayakan untuk menmgkatkan mutu pelayanan

) dan operasmnal serta kelancaran tugas pokok dan fung31 rumah sakit.

@

Pengelolaan sumber daya lain yang terdiri dari sarana, prasarana, gedung,

o -akan d11akukan sesuai dengan Peraturan Perundang—undangan yang
g_berlaku ‘

@
. oleh Bupati.

W
- juga péSien serta lingkungan sckitarnya dilakukan sistem pengelolaan

Sistem pengelolaan sumber daya dJusulkan oleh Direktur untuk d1tetapkan'

Bagian Kedelapan
Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Rumah Sakit
Pasal 120

Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan semua staf Rumah Sakit dan

L '.hngkungan PPK—BLUD RSUD Pandan sesuai dengan peraturan yang
s berlaku '




. f
R

.
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' ’(2)  Dalam - membuat kebijakan, pedoman, dan peraturan pengelolaan

hngku.ngan dan hmbah dapat dilakukan dengan membentuk tim oleh

L Dxrektur

Pasal 121

Slstem pengelolaa,n lmgkungan mma.h sakit sebagaimana dimaksud dglam Pasal
120 d1atas d1tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

'laln hngkungan fisik, k1m1a, b1010g1_, ~serta pembuatan _hmbah yang
' berd‘ampak pada kesehatan lingkungen internal dan eksternal serta

’, halaman, taman, dan lam—lam sesuai dengan peraturan perundang-

-’

s undangan yang berlaku.

":(2)- %Pengelolaan lingkungan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) untuk
. menghmdan resiko gangguan kesehatan masyarakat akibat dampak
. ..’ pengelolaan lingkungan PPK-BLUD RSUD Pandan yang tidak baik.

o Pasal 123 |

(1) Pengelolaan limbah sebagaimaﬁa dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2)
- » : _mehputl limbah medis dan non medis dalam bentuk padat, cair dan gas.

. (2) Pengelolaan lingkungan sebagaumana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1)
k./ _' 'm,ehputl ' ruang bangunan dan - halaman, pencahayaan, sirkulasi

‘ 'ugia:a:l penghawaan ruang, kebisingan serta kebersihan ruang dan halaman
., PPK-BLUD RSUD Pandan. _
(3) K'Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

‘mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB Vi
: POLA TATA KELOLA STAF MEDIS FUNGSIONAL
Bagian Kesatu | »
Pengangkatan Staf Medis dan Pengangkatan Kembali
Pa.sal 124

'_ ‘ dokter, dokter spemahs, dokter gigi dan dokter gigi spes1a11b yang secara




" a,

a.:

St Saklt ada]ah dengan menga_]ukan permohonan kepada D1rektur dan

@)
" medis mengikuti tata cara yang berlaku pada standar profesi dan standar

=51

, p terus menerus mampu memenuhi kuahﬁkas1, standar dan persyaratan yang
o ‘_'dltentukan

@
L dlmaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetens1 yang dlbutuhkan Surat
o Ta.nda, Reg1$tras1 (STR) dan Surat Ijin Praktik (SIP), kesehatan jasmarii dan

: roham yang baik (fifj untuk meleksanakan tugas dan tanggung Jawabnya
L Serta memiliki perilaku dan moral yang baik.

Dokter, dokter spema_m, dokter gigi dan dokter gigi spesialie sebagaimana

Pasal 125

R selan_]utnya Direktur berdasarkan pert1r1bangan dari Komite med1k dapat
L ' mengabu]kan atau’menolak mengabulkan permohonan tersebut.
@

Oleh Direktur pengangkatan dan pemberhentian Staf Medis F‘ungsmnal

‘(SMF) harus tetap memperhatikan saran Komite medik.
Tata cara dan persyaratan pengangkatan dan pengangkatan kembali staf ~

L komﬁet-_ehsi masing-masing kelompok staf medis.

o . .

' Pasgal 126

Masa kerja staf medis PPK-BLUD RSUD Pandan adalah sebagai berikut :

l.mtuk Staf Tetap adalah sampai yang bersangkutan memasuki masa

- pensmn sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
... untuk Staf Medis Kontrak adalah selama 1 (satu) tahun dan dapat diangkat
L l«fembali untuk beberapa kali masa kerja berikutnya sepanjang yang ..

_'bersangkutan'masih memenuhi persyaratan.

Pasal 127

Staf Med1$ yang telah bergabung dengan PPK-BLUD RSUD Pandan‘
dlkelompokkan ke dalam kategori :

g stui' Medxs Tetap, ya1tu Dokter yang bergabung dengan PPK-BLUD RSUD
y Pandan sebaga1 pegawai tetap, berkedudukan sebagai sub ordinat yang
' '_berkezja untuk dan atas nama Rumah Sakit serta ’bertanggun.awa‘b kepada
: :"lernbaga tersebut; ,

staf Medis Kontrak, yaltu Dokter yang bergabung dengan Rumah Sakit
: ;:sebagau mitra, berkedudukan sederajat dengan PPK-BLUD RSUD Pandan, ‘




- )
‘ atau menolak permohonan setelah mempertimbangkan rekomendas1 Kormte

harus dltetapkan dengan keputusan Direktur dan disampaikan kepada

s s
- 4d1ber1kan kewenangan klinjk oleh Direktur setelah memperhaukan

(3)
' terus menerus untuk menentukan kewenangan - tersebyt dapat

e dlpertahankan diperluas, d1persemp1t atau dicabut.
@
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.bertanggung]awab secara mandiri serta bertanggunggugat  secara
proporsmnal sesuai ketentuan yang berlaku di PPK-BLUD RSUD Pandan;
. }' staf Medrs Tamu, yaitu Dokter dari luar Rumah Sakit vang karena reputasi
i dan atau keahliannya diundang secara khusus untuk membantu-:
menanga,m kasus-kasus yang tidak dapat ditangani sendiri oleh staf medis
| “yang' ada di PPK-BLUD RSUD Pandan atau untuk mendemonstra31kan
._‘ suatu keahhan tertentu atau tekniologi baru.

Bagian Kedua
Kewenangan Klinik
. Pasal 128

o "rekomendam dari komite medik.

(2 -

Penentuan kewenangan klinik didasarkan atas Jems ijjazah/ sertlﬁkat yang
dimiliki Staf Medis. '

_KéWena’ngén klinik sebagaimana dimaksud pada asrat" (1) akan dievaluasi

Apabila kewenangan klmlknya diperluas maka Staf Meehs yang'-

bersangkutan harus mengajukan permohonan kepada Direktur dengan

R menyebutkan alasannya serta melampirkan ™ bukti berupa sertifikat
pelatihan dan atau pendidikan yang dapat mendukung permohonannya.

Dmsktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berwenang me ngabulkan '

medik. ‘ _ .
Pennohonan perluasan kewenahgan klinik yang dikabulkan atau ditolak ™

o pemohon

0 ‘(1)
: - Dokter Pengganti déngan memperhatikan pendapat Komite medik.
@

Pasal 129

Ke'wénéhgan klinik sementara dapat diberikan kepada Dokter Tamu atau

Dalam keadaan emergensi atau bencana yang menimbulkan banyék korban
maka semua stal Medis PPK-BLUD RSUD Pandan dapat diberikan
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E 'a’:‘k'ewenéngan klinik untuk melakukan . tindakan penyelamatan diluar

' ;.ﬂ kewenangan k11n1k yang diberikan, sepanjang yang bersangkutan memiliki -

- @

kemampuan untuk melakukannya

Bagian 'Ketiga
Perabinaan
Pasal 130

=“"1..‘ei'had;‘ap Staf Medis yang dinilai tidek mampu atau melakuken tindakan
-_'kl_inik yang tidak sesuai dengan standar pelayanan sehingga menimbulkan
kécaicatan ‘dan atau kematian maka Komite medik dapat melakukan
" penelitian. |

Apabila hasﬂ penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan

':kebenaran penilaian maka Komite medik dapat mengusulkan kepada

. Direktur untuk dikenakan sanksi administratif.

3)

(4)

Pemberlakuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
ditetapkan dalam bentuk Keputusan Direktur dan disampaikan kepada Staf
-~ '.Medis yang‘be‘rsangkutan dengan tembusan kepada Komite medik':

.Apabﬂa Staf Medis tidak dapat menerima sanksi sebagaimana dimaksud
- pada ayat (3) maka yang besangkutan dapat mengajukan sanggahan secara
tertulis dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari ‘SG_]a.k diterimanya Surat

'iK'eputusan,. untuk selanjutnya Direktur memiliki jahgka waktu 15 (lima

- beias) hari untuk menyelesaikan secara adil dan seimbang.

. (1)

@
o menurut cara lain berdasarkan pe"Umbangan khusus.

@

»

Bagian Keempat _
Pengorganisasian Staf Medis Fungsional
Pasal 131

Semua Doktel yang melaksanakan praktik kedokteran di unit-unit
‘ pelayanan PPK—BLUD RSUD Pandan, termasuk unit-unit pelavanan yang
"‘melakukan ker]asama operasional dengan Rumah Sakit, wajib menjadl'

anggota staf medis.

Staf Medis dikelompokkan sesuai bidang spesialisasi/keahliannya atau

j‘ Kelompok staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal terdiri

"-atas 2 (_dua) orang dokter dengan bidang keahlian yang sama.



A,

@
: ‘ d1penuh1 maka dapat dibentuk kelompok staf medis yang terdiri atas dokter
_ﬁ‘dengan .keahhan berbeda dengan memperhaﬁkan kemiripan dxsxphn ilmu
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Apabﬂa persyaratan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) tidak dapat

3 ‘atau tugas dan kewenangannya.

Pasal 132

'I‘uga.s Staf Medls PPK-BLUD RSUD Pandan adalah ;

melaksanakan kegiatan profes1 yang komprehensif meliputi promotlf

- - preventif, kuratif dan rehabilitatif;

-membuat rekam medis sesuai fakta, tepat waktu dan akurat;

. memngkatkan kemampuan profes1 melalm program pendPandankan atau
' pelatlhan berkelanjutan;

men_]aga agar kualitas pelayanan sesuai standar profesi, standar palayanan

med1s dan etika kedokteran

menyusun 'mengumpulkan, menganalisa dan. membuat laporan

3 pemantauan indikator mutu klinik.

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dimaksud dalam Pasal 132 Staf Medls

thgsmn‘al sebaga1 pelaksana pelayanan medis, pendidikan dan pelanhan serta

penehuan dan pengembangan di bidang medis.

Pasal 134

"j Tanggun-awab kelompok Staf Medis PPK-BLUD RSUD Pandan adalah :

AN " .- . . N . L

" ‘memberikan rekomendas1 melalui Ketua Komite medik kepada Direktur
| terhadap permohonan penempatan Dokter baru d1 PPK-BLUD RSUD Pandan
] :untuk mendapatkan Surat Keputusan;

| melakukan evaluasi atas tampllan klnerja praktlk Dokter berdasarkan data
,'t yang komprehens1f : ‘
’membenkan rekomendasi melalui Ketua Komite medik kepada D1rektur

.:' terhadap permohonan penempzatan ulang Dokter di PPK—BLUD RSUD

| "Pandan untuk mendapatkan Surat Keputusan Direktur;

* memberikan kesempatan kepada para Dokter untuk meng1kut1 pend1d1kan
» kedokteran berkelanjutan '




_ 45 .

, ~memberikan masukan melalui Ketua Komite medik kepada Direktur
g men'genai hal-hal yang berkaitan dengan praktik kedokteran; '
'membenkan laporan secara teratur minimal sekali setiap tahun melalm

- _> 'Ketua Korr.ute medik kepada Direktur atau Bidang Pelayanan Medlk dan

g :.Penunjang tentang hasil pemantauan indikator mutu Klinik, evaluas1 kinerja |

" -1 prakt1k klinis, pelaksanaan program pengembangan staf, dan lam lain yang'
: dianggap perlu

‘melakukan perbalkan standar prosedur operasmnal serta dokumen-

: dokumen yang terkalt

Pasal 135

Kelompok Staf Medis PPK-BLUD RSUD Pandan berkewajiban untuk :

a.

\-« .

‘menyusun standar prosedur operasional pelayanan medis, meliputi bidang
L admustrasx, menajerial dan bidang pelayenen medxs |
: menyusun indikator mutu Klinis;

m_enyusun uraian tugas dan kewenangan untuk masing-masing

anggotanya.

Pasal 136

Kctu,a, Kclompok Staf Medis adalah :

.a.

Ketua Kelompok Staf Medis dapat dijabat oleh Dokter Organlk atau Dokter
; lMxtra, :
, ‘Kelompok Staf Medis d1p1mp1n oleh seorang Ketua yang d1p111h ‘oleh

o anggotanya,

i

o Pemlhhan Ketua Kelompok Staf Medis diatur dengan mekamsme yang
- :dlsusun oleh Komite medik dengan persetujuan Direktur;

. Ketua Kelompok Staf Medis ditetapkan dengan Keputusan Direktur;

. Masa bakti Ketua Kelompok Staf Medis adalah minimal 3 (tiga) tahun dan
dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya berturut-turut.

| Bagian Kelima
‘Penilaian
. S Pasal 137 =
Pénilaién kinerja yang bersifat administratif dil?kukan oleh Direktur sesuai
_kétenﬁiaﬁ. vang berlaku. | -




L@
MR “ ketentuan yang berlaku.

(3) , Staf Medis yang memberikan pelayanan medic dan menetap di unit kerja
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Evaluas1 yang menyangkut keprofe31an dllakukan oleh Komite med1k sesuai

. tertentu- secara fungsional menjadi tanggung jawab Komite medik,

-

* khususnya dalam pembinaan masalah keprofesian.

BAB VII
KERAHASIAAN DAN INFORMASI MEDIS
' Pasal 138
PP‘K-BLUﬁ RSUD Pandan :

. é.l":berhak membuat peraturan yang berlaku d1 PPK-BLUD RSUD Pandan

o | 'sesual dengan kondisi/keadaan;

% b. Wajlb menyimpan rekam medik sesuai dengan peraturan yang berlakﬁ;

“ _. c 1isi dokumen rekam medik dapat diberikan kepada pasien atau pun
‘ Plhak lain atas izin pasien secara tertulis; | |

d -isi dokumen rekam medik dapat diberikan untuk kepentmgan peradllan

" . dan asuran81 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

) Dokter

a. berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan Ju_]ur dar1 pa.51en yang

' :du:awat atau keluarganya;

"‘, b.vf. ‘wajib meraha31akan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien,
- 'bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; ' '

e wajib menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan

L perunda.ng—undangan profesi dan etika hukum dan kedokteran.

Pas1en

a. berhak mengetahui peraturan dan ketentuan rumah sakit yang

mengatur sikap tindakan sebagai pasien;

‘ ‘f,b. Wé.jib ‘mémberikan informasi yaﬁg lengkap dan jujur tentang masalah
e kesehatannya, _ '

' 'q.' berhak mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis
% antara lain :

"d. berhak meminta konsultas1 kepada dokter lain (second opinion) terhadap

penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang
merawatnya; '

e. berhak mengakses dan atau mendapatkan isi rekam medik;

. f. berhak memanfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan.
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Pasal 139 .

Alasan atau dlagn031s yang mendasar1 dan tata cara tindakan medlq yaltu

a.  twuan tindakan medis yang d1lakukan

b.  alternatif tindakan lain dan resikonya;
C. res1ko dan komplikasi yang mungkin terjadi; ,
d. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
| Pasal 140 |

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan
Agar setlap orang mengetahuinya, memerirtahkan pengundangan Peraturan ini
dengan penempatanh Wa dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuh Tengah.

Ditetapkan di Pandan 7

pada tanggal 31 Januari 2013

BUPATI TAPANULI TENGAH

ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
pada tanggal 31 Januari 2013




